KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 245a Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

Mengingat

bahwa  berdasarkan = Peraturan = Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor
357/PR.01-3-Kpts/01/KPU/VI/2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang
Penetapan Perjanjian Kinerja Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 10);

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pernilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pernilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2020-2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor
357/PR.01-3-Kpts/01/KPU/VI/2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Barat Daya Nomor 06/Kpt/8108/KPU-
Kab/II/2021 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 -
2024.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT
DAYA TAHUN 2024

Menetapkan Perjanjian Kinerja pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini;

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 30 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,
Ttd.

Kristiaan L. Talupoor

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISTIAAN LITUALY TALUPOOR
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab

kami.

Tiakur, 08 Januari 2024




Nama/Unit Organisasi

PERJANJIAN KINERJA

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya

Tahun Anggaran 2024
Target
No Sasaran Program Indikator -
Kinerja
(1) (2) (3) (4)
1. | Terwujudnya Sumber Daya Nilai Akuntabilitas Kinerja BB
Manusia dan Lembaga KPU
yang berkualitas Opini BPK atas Laporan WTP
Keuangan
Nilai Keterbukaan Informasi 100%
Publik
2. Terwujudnya Kesadaran Persentase Partisipasi Pemilih 77,5%
Pemilih, Kepemiluan dan dalam Pemilu/Pemilihan
Demokrasi yang tinggi untuk
seluruh lapisan masyarakat Persentase Partisipasi Pemilih 7%
Perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan
Persentase Partisipasi Pemilih 7%
Disabilitas dalam
Pemilu/Pemilihan
3. Terwujudnya koordinasi Persentase Pemilih yang 0.16%
penyelenggaraan kepemiluan Berhak Memilih Tetapi Tidak
yang sesuai dengan Standar Masuk dalam Daftar Pemilih
Pelayanan Publik, disertai Tetap
pengelolaan data dan informasi
serta dokumentasi pelaksanaan | Persentase Penyelenggarakan 100%
Pemilu berbasis teknologi Pemilu/Pemilihan sesuai
informasi yang terintegrasi dengan jadwal dan ketentuan
yang berlaku
4. Terwujudnya Pemilu Serentak Persentase KPU, KPU 100%
yang aman dan damai disertai Provinsi/KIP Aceh, dan
penyelesaian sengketa hukum KPU/KIP Kabupaten/Kota yang
yang baik melaksanakan
Pemilu/Pemilihan yang Aman
dan Damai
Persentase Sengketa Hukum 90%

yang dimenangkan KPU




Program Anggaran
1. Penyel_enggaraan Pem_llu dalam Proses Rp. 19.721.636.000,-
Konsolidasi Demokrasi
2.  Program Dukungan Manajemen Rp. 2.515.037.000,-

Tiakur, 08 Januari 2024




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZADRAK DAVID THENU

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ) KRISTIAN LITUALY TALUPOOR

Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tiakur, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,




Nama/Unit Organisasi :

PERJANJIAN KINERJA

Maluku Barat Daya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tahun Anggaran 2024
: _ Target
No Sasaran Kegiatan Indikator .
Kinerja
(1) (2) (3) (4
1. | Kapasitas SDM yang Berkompeten Persentase kesesuaian 100%
kompetensi pegawai
terhadap standar
kompetensi
penugasannya
2. | Terwujudnya Dukungan Sarana dan | Persentase Tersedianya 100%
Prasarana Guna Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Kelancaran Tugas KPU untuk Memenuhi
Kebutuhan Kerja Pegawai
yang Berfungsi dengan
Baik
3. | Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Evaluasi atas BB
Keuangan dan Kinerja KPU Akuntabilitas Kinerja KPU
Nilai Evaluasi atas 80
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi KPU
4. | Terwujudnya rencana kerja dan Jumlah revisi yang 12 Kali
anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP dilakukan terhadap
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota | rencana kerja yang telah
yang efektif dan efisien ditetapkan
5. | Terwujudnya sistem administrasi Persentase laporan 75%
penyelenggaraan Pemilu yang tertib, | monitoring dan evaluasi
efektif dan efisien yang akuntabel dan tepat
waktu
Persentase KPU, KPU 90%
Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang target kinerjanya
tercapai sesuai dengan
perjanjian kinerja
Persentase Dokumen 85%

RDP yang Tersedia
dengan Tepat Waktu




6. | Terwujudnya Reformasi Birokrasidi | Persentase KPU Provinsi, 100%
KPU Provinsi dan KPU KPU Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai

pilot project yang
mendapat nilai minimal B
untuk penilaian mandiri
RB

7. | Meningkatnya tertib administrasi dan | Persentase pegawai yang 97,5%

pengelolaan sumber daya manusia | mendapatkan layanan
kepegawaian secara
tepat waktu dan akurat
Persentase Penegakkan 90%
Disiplin Pegawai

8. | Tersedianya data dan informasi Persentase Pegawai yang 95%
kepegawaian Tercatat secara akurat

dalam Data Base
Kepegawaian berbasis
teknologi informasi

9. | Tersedianya Jabatan Fungsional Persentase PNS yang 100%
Penata Kelola Pemilu (JF PKP) menduduki Jabatan
sesuai peraturan perundang- Fungsional Penata Kelola
undangan yang berlaku Pemilu (JF PKP) yang

diseleksi sesuai peraturan
perundang-undangan
yang berlaku

10. | Pembentukan Badan Penyelenggara | Jumlah badan adhok 17
Adhok yang dipersiapkan dan Kecamatan

dibentuk

11. | Meningkatnya pembinaan Persentase Pejabat 90%
perbendaharaan Perbendaharaan yang

menyelesaikan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
sesuai ketentuan

12. | Terlaksananya sistem akuntansi dan | Jumlah laporan sistem 2 Laporan
pelaporan keuangan akuntansi dan pelaporan

keuangan

13. | Terselesaikannya permasalahan Persentase 90%
pengelolaan keuangan permasalahan dalam

pengelolaan keuangan
yang dapat diselesaikan
14. | Tersusunnya laporan Persentase KPU Provinsi 95%

pertanggungjawaban penggunaan

dan KPU Kabupaten/Kota
yang Menyampaikan




anggaran

Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
berbasis SIMONIKA yang
Tepat Waktu dan Valid

15.

Terwujudnya Pengelolaan Barang
Milik Negara sesuai dengan
Peraturan dan Perundangan yang
berlaku

Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang Patuh dan Tertib
dalam Pengelolaan
Barang Milik Negara yang
Material

98%

Jumlah Laporan Barang
Milik Negara Berdasarkan
SIMAK BMN yang
Datanya Sesuai dengan
Data SAK

5 Laporan

16.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Administrasi Persuratan dan
Pengelolaan Arsip

Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang Mengelola Arsip
Inaktif Sesuai Aturan
Kearsipan

87,5%

17.

Terwujudnya Dukungan Sarana dan
Prasarana guna Meningkatkan
Kelancaran Tugas KPU

Persentase sarana
transportasi untuk
mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi
dengan baik

100%

Persentase fasilitas
perkantoran untuk
mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi
dengan baik

100%

Persentase Gedung dan
Gudang KPU, KPU
Provinsi dan KPU
Kab/Kota yangberfungsi
dengan baik

100%

18.

Meningkatnya Kualitas Layanan
Persidangan dan Protokol

Persentase ruangan rapat
yang digunakan tidak ada
yang bersamaan dalam
waktu dan tempat

100%

Persentase Hasil Rapat
Pleno yang ditindaklanjuti
paling lambat 4 hari kerja

100%




19. | Terwujudnya Keamanan dan Persentase gangguan 100%
Ketertiban di lingkungan KPU/KPU keamanan dalam
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota lingkungan KPU/KPU
Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota yang
dapat ditanggulangi
20. | Meningkatnya Penyelenggaraann Nilai Maturitas SPIP 3,5
SPIP
21. | Terwujudnya penyelenggaraan Persentase pengaduan 95%
pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang
berwibawa (clean governance) ditindaklanjuti
22. | Meningkatnya manfaat hasil Persentase penyelesaian 75%
pengawasan BPK, BPKP dan APIP | rekomendasi BPK, BPKP
KPU dalam pencapaian tujuan KPU | dan APIP yang
ditindaklanjuti
23. | Meningkatkan akuntabilitas kinerja di | Persentase KPU Provinsi 70%
lingkungan KPU dan KPU Kabupaten/Kota
yang mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja
minimal B
24. | Peningkatan kompetensi SDM KPU | Persentase Pegawai yang 100%
Telah Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
dalam Rangka
Peningkatan Kompetensi
SDM
25. | Terlaksananya penetapan Peraturan | Persentase Rancangan 100%
KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang
peraturan perundangundangan, disusun dan
serta pendokumentasian informasi diharmonisasi dengan
hukum, dan penyuluhannya tepat waktu sesuai
dengan Kerangka
Regulasi KPU
26. | Terwujudnya Dukungan Logistik Persentase Satker yang 100%
dalam Penyelenggaraan mendistribusikan logistik
Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan secara
tepat sasaran, tepat
jumlah, tepat jenis, tepat
mutu, dan tepat waktu
27. | Terlaksananya penyusunan Persentase Rancangan 100%

rancangan Peraturan KPU sesuai
dengan ketentuan
perundangundangan

Peraturan KPU yang
disusun dan
diharmonisasi tepat waktu
sesuai dengan kerangka




regulasi KPU

28. | Terlaksananya pengelolaan dan Persentase produk 100%
pelayanan informasi hukum hukum yang dikelola dan
didokumentasikan sesuai
peraturan perundang-
undangan
29. | Terlaksananya penyelesaian Persentase sengketa 100%
sengketa dan pelayanan hukum yang
pertimbangan hukum dimenangkan KPU
30. | Terlaksananya layanan administrasi | Persentase proses PAW 100%
PAW tepat waktu dan sesuai aturan | DPRD Kabupaten/Kota
dapat diselesaikan dalam
waktu 5 hari kerja
31. | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu Persentase Calon 100%
Peserta Pemilu yang
dapat difasilitasi
32. | Terwujudnya Desain dan Template | Persentase Desain dan 100%
Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna | Template Kebutuhan
Mendukung Tata Kelola KPU Pemilu/Pemilihan Guna
Mendukung Tata Kelola
KPU
33. | Terlaksananya laporan dan audit Persentase pelaksanaan 100%
dana kampanye laporan dan audit dana
kampanye
34. | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Persentase Kelengkapan 100%
digitalisasi Rumah Pintar
Pemilu (RPP)
35. | Pendidikan Pemilih Kepada Persentase pelaksanaan 100%
Masyarakat Umum "Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
masyarakat.
36. | Meningkatnya kualitas layanan Persentase Permohonan 100%
informasi dan data yang cepat serta | informasi yang
akurat ditindaklanjuti melalui
PPID sesuai dengan SOP
Persentase informasi dan 100%

publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
ditampilkan di media
publikasi KPU paling
lambat 1 (satu) hari kerja




37.

Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada
Stakeholder (Partai Politik, LSM,
Ormas, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)

Persentase penyampaian
informasi dan publikasi
dalam tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
ditampilan di media
publikasi

100%

38.

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan
data kebutuhan, pengadaan,
pendistribusian, serta pemeliharaan
dan inventarisasi logistik
Pemilu/pemilihan

Persentase
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan tanpa
ada permasalahan
anggaran dalam
pemenuhan kebutuhan
logistik

100%

Persentase pelaksanaan
pengadaan logistik
keperluan
Pemilu/Pemilihan dengan
tanpa ada kasus terhadap
proses pengadaan yang
mengakibatkan kerugian
negara atau pemborosan
uang negara Persentase

100%

Persentase

pendistribusiaan logistik
Pemilu/Pemilihan tepat
jenis, jumlah dan waktu

100%

Persentase pelaksanaan
inventarisir dan
Pemeliharaan logistik
Pemilu/Pemilihan 1 (satu)
hari sebelum
pelaksanaan pemungutan
suara dalam
Pemilu/Pemilihan

100%

39.

Ketersediaan Suara Pemilih Hasil
Pemilu

Persentase Pelaksanaan
Pemungutan sampai
dengan penetapan hasil
Pemilu

100%

40.

Tersedianya data, informasi, sarana
dan prasarana teknologi informasi
serta penerapan egovernment KPU

Persentase pelaksanaan
Pemutakhiran data
pemilih secara
berkelanjutan

100%

Persentase Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi untuk Sistem
Informasi yang aman,

100%




handal dan lancar

Persentase Aplikasi KPU 100%
yang diterapkan secara
terintegrasi

Program Anggaran
1. Penyelgnggaraan Pem.llu dalam Proses Rp. 19.721.636.000,-
Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 2.515.037.000,-

Tiakur, 08 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

%e
fUALY TALUPOOR SIADRARDAVID THENU




